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2. Undang-Undang ttam r 25 Tah In 1'J·VJ fJO. nd:11)v,-Und~n~
r ornor 21 Tahun ]1)58 t;m~ P,;nt; ;JJY-' nrl:m~- Jnd:mg
Darura tiotnor 10 Tahuri 19')7 an f}jr:, lain mr,-ny/:o.:1i
Pe nUc tukan Da ~WI 3Wblh J a JII1I/";' I YJ:t:jir(J~nfhrJ
Selatan nebagai Undang-Undang (LI:rnb~r:m /(';lI;Pr~
Republik Indonesia Tahun 195fj H Tn Fj5, Tarnl ahan
Lembaran r:.ef!j3.ra R -publik Indonenia ttomrr: ] 1 I);

3. Undang-Undang 'JomM 12 Tahun 20] tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran
Uegara Republik Ind ric fa Tahun 20) 1 'lamar 82,
Tarnbahan Lembaran J lc~ra P.(.,)JuhHk In' onesia ttomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Jndang-Undang
,amar 15 Tahun 2 19 tentang Perubahan A"2') Undang­
Undang omor 12 'I ahun 20J 1 entanz Pernben ukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran 'leyfoa Repuhlik
Indonesia Hornor 18", Tarnbahan Lernbaran Hegara
Republik Indonesia Hornor 6"98);

4. Undang-Undang Hornor 23 Tahun 2 14 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran ''':gara R~ub ik Indonesia
Tahun 2014 totaor 244, Tambahan Lernbaran "f;ga_ra
Republik Indonesia 1t mar 5587 sebagairnana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- 'nd..ang lamar 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Unc1ang ttotnor 23 Tanun ~O]4' entang Pernerrntahan
Daerah (Lembaran legara Republik Indonesia Tahun 2015
1011101" 58, Tambahan Lernbaran .~egaraRepublik Ind nesia
I.arnOT 5679J;

5. Undang-Undang :.omor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang :ornor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bu pari, dan
VI alikota rnenjadi Undang- Undang Lernbaran egara
Republik Indonesia Tahun 2015 ~,omor 23, Tambahan
Lembaran ,ega_ra Republik Indonesia ,o:nor 5656,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang- ndang ,arnar 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang tamor 1 Tahun 2015 tentang
Peneta pan Peraru ran Pernerintah Penggan ti Undan g- Undang
totnor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan G bernur Bupati,
dan ...alikota menjadi Undang- •ndang Lem oaran 'egara
P-.epubik Indonesia Tabun 2 16 ;omor 130, Tambahan
Lernbaran -:egara Republik Indonesia ·lamor 589 ;

6. Pera ran Pernerintah 'I 12 ahun 2019 tentang
p~~ oiaan Keuangan Daerah ILernbaran :egara Repu blik
I on ..ia Tahun 20] 9 ,om r 2, ambahan Lembaran
:egp.rc.Rep blik nd ~ia! ornor 6322);

7. Tan !,~~n ri alarn ":egeri • 'omor 77 tentang ?edoman
Pe-nge laaan Keuan gan Daerah (Berita T~gara

'k In n :a Tab un 2 20 0 178]);
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BABI

KETENTUANUMUM
Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintaban oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubemur Kalimantan Selatan.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubemur Kalimantan Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN
PEMILIHANKEPALADAERAHDANWAKILKEPALADAERAH
TAHUN2024.

Menetapkan

GUBERNURKALIMANTANSELATAN

Dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

Oengan Persetujuan Bersama

8. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteti Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 902);
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Pasal2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi

pemerintah dalam pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai
program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

(2) Dana Cadangan dapat dipergunakan setelah tercapai jumlah besaran Dana
Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Tujuan Peraturan Daerah iru adalah untuk menyediakan dana
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun
2024.
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7. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
T~un 2024 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi
Kalimantan Selatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945untuk memilih Gubemur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan secara langsung yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

8. Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024
yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari
beberapa tahun anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2024.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBDadalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

10. Tabun anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu
diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Tahun Anggaran 2024.

11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Gubemur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

12. Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PADadalah Penerimaan dari sumber­
sumber di daIam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan
Undang-Undang yang berlaku.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKDyang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat
yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan
membayaryrnenyerahkan uang atau surat berharga danZatau barang-barang
daerah.

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

"
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Pasa16

(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam Tahun
Anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.

(3) Pernindahbukuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
surat perintah Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Daerah.

BABIV

BENTUKDANACADANGAN

PasalS

(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas
Umum Daerah.

(2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, maka
Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang
memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

BAB III
BESARAN DAN RlNCIAN DANA CADANGAN

Pasa14
(1) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pernilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Tabun 2024 ditetapkan sebesar
Rp200.000.000.000,OO (dua ratus milyar rupiah).

(2) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pernilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerab Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran
2023

(3) Rincian penyisihan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2022 sebesar RplOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratus miliar
rupiah); dan

b. Tahun Anggaran 2023 sebesar RplOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratus miliar
rupiah).

BAB II
SUMBERDANA

Pasal S
Dana Cadangan Daerah bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah,
kecuali:

a. dana alokasi khusus;
b. pinjaman daerah; dan

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
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Pasal 11
(1) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Tahun 2024 dianggarkan pada APSD Tahun Anggaran
berkenaan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan darr/ atau
perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dana
Cadangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tahun 2024 yang tidak dipergunakan dipindahkan ke dalam rekening
Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

(3) Perubahan jadwal Pernilihan Kepala Daerab dan Wakil Kepala Daerah Tahun
2024 tidak dilaksanakan maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam
rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah.

(4) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan WakiI Kepala Daerah Tahun 2024, disetorkan
ke Kas Umum Daerah.

Pasal 10
Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan
pertanggungjawaban APBD.

BAB VII

PENATAUSAHAANDANPERTANGGUNGJAWABAN
Pasal9

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dan Dana
Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

BAB VI

PROGRAMDANKEGIATAN
YANGDIBIAYAIDARlDANACADANGAN

Pasal8
Program dan kegiatan yang dapat dibiayai dan Dana Cadangan adalah
Programdan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerab dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

BABV

PENGGUNAANDANACADANGAN
Pasal7

(1) Dana Cadangan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tabun 2024.

(2) Dalam hal Dana Cadangan ditempatkan dalam portofolio yang mernberikan
h~~il tetap dengan resiko rendah, maka untuk penggunaannya
dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran
2024 yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan KepaJa
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.
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NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (6-225/2021)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

ELATAN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Pasal 12

BABIX
KETENTUANPENUTUP
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